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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syuxur kehadirat Aflah SWT kami panjatkan karena
berkat rahmat dan ridho-Nya jua kami telah dapat menyelesaikan laporan
penelitian "Analisa Perhitungzn Tarif Rumah Sakit Umurm Daerah Kayu Agung”.

Kajian ini merupskan i.2sil kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah
Kayu Agung dengan Lembzza Penelitian Universitas Sriwijaya. Maksud dari
kajian ini adalah untuk mengkaji peningkatan taraf dan peran Rumah Sakit

Umum Daerah Kayu Agung menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di masa

depan.
Semoga hasit kajian ini memberikan manfaat sebagal masukan bagi
pemangku kepentingan di casrah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, strategi, dan prezram di daerah Kayu Agung. Akhirmya Rumah Sakit
Umum Daerah Kayu Agung mengucapkan terimekzcih kepada Lembaga
Penelitian Universitas Sriviiaya dan pihak-pihzk yang ielah memberikan

konfribusinya dalam penyusunan hasil studi ini.

Kayu Agung, Januari 2013

Kepzla Rumali Sakit
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BAB1
1. Latar Belakang Penelitian

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak
lepas dari pengaruh perkembangan dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum
rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan
menengah ke bawah, sedanckan  rumah sakit swast melayani masyarakat kelas
menengah ke atas. Biava keschatan cenderung  terus meningkat, den rumah sakit
dituntut entuk secaca mandini mengatasi maselah tersebut. Peningkatan binya kesehatan
ini menycbabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah karena rumah sakit
pemerintah memiliki seemen layanah kesehatan untuk kalangan mehcugah ke bawah.
Akibatnya rumzh sakit pemetintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan
bermutu. |

Saat int, rumaﬁ sakit harus merubah orientasinya dimana adanya perpaduan antara
service public oricnted dan  profit oricnted. Perubahan orientasi organisasi pemerintah
yang: paling sering ditcrapkan pada sctiap unit lembaga pelayanan masyarakat adalah
reorganisa;i yuri‘dis dan reorganisasi finansizal, yang terimplementasi melalui Penerapan
Badan Layanén Umum (BLU) pada beberapa lcmbaga masyarakat. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, BLU adalah. instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan  pelayanan kepada masyarakat berupa penycdiéan barang dan atau jasa
vang  dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
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Rumsh sakit merupakan suau unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan
sosial dibidang medis klinis. Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki keunikan
tersendiri karena seloin sebagal unit bisnis, usaha rumah sakit juga memiliki misi sosial.,
disamping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada status kepemilikan
rumah sakit. Misi rumah sakit tidaki terlepas dari misi layanan sosial, namun ternyata
aalam pengelolaan rumah sakit tetap _terjadi konflik kepentingan dari berbagai pihak.

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun

QpErasiona

{ sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, baik cksternal

maupun intermal. Piho'c cksternal, menuntut rumah sakit dapat memberikan  pelayanon
kessehatan yang berrautu, dan biaya pelayanan keschatan terkendali sehingga akan
berujung pada kepuasan pasicn. Selain pihak internal juga menuntut adanya pengendaiia

biaya . Pengendalian biaya adalah masalah yang komplek karcna dipengaruhi berbagai

pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya profesional dan yang tak

‘kalah peﬁting dalah perkembangan teknologi (Adriansyah, 2011}

Rumah sakit pemenintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak
lepas dari pengarth perkembangan dari segmentasi kelompok masyarakat, secara nmum
rumah sakit pemerintal merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk  kalantan
menengah i-:e bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarskat keles
menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit
dituntut untuk sccara mandiri mengatast masalah tersebﬁt. Peningkatan biaya kesehatan
ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah karena rumah sakit

pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan vatuk kalangan menengah ke bawah,
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Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan
bermuaiu. '

Saat ini, rumah sakit harus merubah oricatasinya dimana adanya perpaduan
antara  service public oriented dan profit oricnted. Perubahan orientasi organisasi
pemerintah yang paling scring ditcrapkan pada setiap unit lembaga pelayanan masyarakat
adalah reorganisasi yuridis dan rebrganisasi finansial, yang terimplementasi melalui
Penerapan DBadan Layanan Ummﬁ (BLLU) pada beberapa lembaga masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintsh (PP) Ne 23 Tehun 2005  tentang  Pengelolaan
Kevangan Badan Layanea Umuny, BLU adalah instansi ¢iinzkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan atau jasa yang dijual tmmpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalan:
melakukan kegiatann.ya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam Pasal 1 angka 2 PP no 23 Tahun 2005 tentang  pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum bahwa Pola Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum
adalahi  pola pengclolaan keuangan yang memberikan flcksibiltas berupa kelelnasaan
intuk menérapkan prakiek-prakick 'bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahterann umum dan mencerdesken
kchidupaﬁ J.bangsa. Tujuzn dibentpknya BLU, sebagaimana '.diam-ana'tkan dalam PP No
23 Tahun 2005 scbagai peraturan pelaksanaan dari pasal 29 ayat (7) UU No 1 Tahun
2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kescjahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa déngan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
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keuangan berdasarkan prinsip ckonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis

Ll

yang sehat”,

Perubahan  ini juga  berimbes pada pola kimerja, pola keuangan dan
pertanggungjawaban pengelolaan rumah sakit. Pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah
akan mengarah kepada operasional pelayanan secara mandiri dan otonom. Dengan
adanya issye kemandirian, rumah sakit terus didorong wntuk melakukan upaya
pembenahan dan peningkatan kjneija di setiap unitnya. Ini dibuktikan di Jawa Tengah
dimana semenjak penerapan konsep BLU, maka pendapatan rumah sakit yang du]unya'
di bawah 100 milyar saat ini bisa mencapai diatas 120 milyar (Mardiztmo, 2010). Selain

enuigratan Kinerja  keuangan, yeng paling utama( rumah saxkit dituntut untuk
meningkatkan kinerja ﬁel:&yanan. Nam.un pada kenyataannya, masth terdapat banyak
keluhan pada rumah sakit pemerintah terutama dalam hal p.ela}-'.:umn, mutu d.an fasilitas
sarana rumah sakit.

Buruknya pelayanan rumah  sakit 'ini terutama dirasaken oleh masyarakat
menengah ke bawah, terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption
Watch pada Tahun 2009 di dacrah Jabotabek, yang menyatakan bahwa 28,4 % pasien
miskin mengungkapkan pengurusen administrasi rumah sakit masih rumit dan berbelit-
belit, s.-:kit;:r 46,;) % mengceluhkan antrean panjang. Selain itw, pasien rawat inan juga
mengc]uhkan ihwal rendabnya kunjungan dan disiplin dokter terhadap pasien, sedangkan
63,4 % pasien perempuan rawat inap mengeluh kurang ramahnya sikap perawat terhadap

mereka (Amri, 2010). Masalah ini bukan hanya terjadi di Jabotabek, berbagai keluhan

dirasakan juga pada salah satu rumah sakit pemerintah di kota Palembang (Kertaningtyas,
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2011), terutama pelayanan medis wntuk pasicn yang menggunakan jasa jamkesmas
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Fenomecna ini sangat bertolak belakang dengan tujuan utama penerapan BLU pada
rumah sakit, scperti  yang diungkapkan oleh Menteri Keschatan l;ahwa dengan
penerapan BLU, rumah sakit yang bersangkutan bisa meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan bagl masyarakat (Supari, 2006). Besamya manf{aat yang akan diperoleh dengan
status BLU tersebut, maka diharapkan pada Tahun 2011 ini seluruh. rumah sakit di
Indoncsia sudah berstatus Badan Layanan Umuny (Supari, 2006).

Keberlizgilan rumah sakit BLU dalam kinerjanva telah ditentukan cleh
Departemen i-cschatan dalam 3 (tiga) indikater yaitu pelayanan, mutu pelayinan dan
manfaat bagi masyarakat serta keuangan (Huscin, 2007). Untuk mengukur tiza
indikator di atus periv adanya pengukuran kinerja yzing komi}rchensif mencakun kinerja
finansial mau;un kinerja non finansial seperti tingkat kepuasan pasien, cara rumah sakit
dalam meningkatkan pelayanan dan tingkat Ikcpuasan pegawal rumah sakit terhadap
sistem manajemen yang diterapkan, sehingga dengan demikian para pengambil

o e |

kebijakan mendapatkan informasi vang komprchensif tentang kinerja rumah sakit.
] P g

BLU delom perkembangannya dapat dijsbarkan menjadi dua yaitu  BLU dan
BLUD (Badan Layahan Umum Dacrah). BLU dibentuk oleh pemerintah pusat sedangkan
BLUD olch pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 t'entang :
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Ketja Perangkat Dacrah di
lingkungaﬁ pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
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mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan  produktivitas. Dalam hal pengintegrasian  laporan keuafngan, BLU
ﬁlengkonsolidasikan leporan keuangannya dengan kementerian negara berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diserahkan melalui KPKN, sedangkan
pada BLUD laporan keuangan {riwulan, semesteran, maupun tahunan diserahkan
melalui PPKD yang baru kemudian dikonsolidasikan dengan laporan keuangan

pemerintah daerah.

2. Rumusan Masalah

Perubahan ini juga berimbas pada Rumah sakit dacrah Kayu Agung yang masih
dikelola secara konvensional dan akan berubah untuk penerapan BLU pada tahun
mcndatang; Berdasarkan prinsip ekonomi, produkiifitas,dan Iﬁcncrapan praktek bisnis-
yang sehat dan untuk persiapan perubahan.tcrsebut maka perlu dilakukan ﬁcnclitian

Analisa Perhityungan Tarif Rumah Sakit Daerah Kayu Agung,

3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi rencana

rumah sakit Dacrabh Kayu Agung menjadi Badan Layanan Umum dari aspek finansial

dan non finansial. Secara singkat penentuan tarif dimaksud dihitung berdasarkan unit cost

yang dianalisa dari biaya langsung dan biaya tak langsung.




4. Metodologi Penelitian

Dalam menganalisis kinerja Rumah Sakit Kayu Agun g dilakukan secara

bersama-sama dengan petugas rumah sakit melalui Fokus Group discussion dan hasiinya

disimpulkn secara bersama-sama

4.2 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini adalah penclitian deskeifiif kuantitatif yang ditakukan pada Rumah

ciit Umuem di Kota Kayu Agung vang direncanakan menjadi Deadan Layanan Umum

g

(BLU).

2.  Jenis dan Sumber Data

Penelitian Ini menggunakas data primer yang diperoleh langsung dari sumber
data, yaitw data hasil wawancara dengan manajemen/pegawai rumah sakit. Selain itu
digunakan juga data sckunder yang diperoleh secara langsung dari sumber data, yaitu

deri laporan dan dokumen perencanann strategis Rumah Sakit Kayu Agung.

" 3. hletode Amnalisis Data

Dalam meriganalisis kinerja Rumah Sakit Kayu Agung dililukan sccara bersama-
sama dengan petugas rumsh sakit melalui Fokus Group discussion dan hasilnya

disimpulkn secara bersama-sama.

o
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Badan Layvanan Umum

2.L.1. Pengertian, Tujuan dan Azaz Badan Layanan Umum

Banyeknya polemik yang memperdcbatian mengenai bentuk pengelolaan yang
paling tepat atas pengelolaan aset dan lembaga pererintah telah memunculkan suatu
alternatif bacu yaitu Badan Layanan Umnum (BLU). Alternatif jni dibarepkan dapat
menjadi lanzhzh avwal dalam pembaharuzn pengeiolaan keuangan scktor publiiz demi
mcningkzitkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Hal ini dikemukakan dalam
defenisi BLU menurut Pasal 1 PP No 23 tabun 2005 .

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah ;\f:-‘.n g dibeniuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatennya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas®, _

Tujuan  pembentukan BLU menurst  UU  No 1 Tahun 2004 adalah
meningkatken pelayanan kepada masyarakat dz2lam rangka memajukan - kescjahteraan
umum dan mencerdaskan kebidupan bangsa,  Upaya peningkatan pelayanan menuret PP
no 23 Tahun 2005 pasal 2 adalah dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
kevangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktck bisnis
yang sehat.

Azas penerapan BLU yang tercantum dalam PP No 23 Tahun 2005 Pasal 3

menyebutkan bahwa :

R S b L ¥ o

Feg



. BLU beroperasi scbagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengcioicanyd berdasarkan

kewenangan yang didclegasikan oleh induk yang besangkutan.

)

BLU merupckan  bagian  perangkat pencapalan  tujuan  kementerian
negara/tembaga/pemerintah dacrah dan karenanya statns hukum BLU tidak
terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah  daerah scbagai instansi

induk.

(2

Menteri/pimpinan  lembaga/gubernur/bupatifwalikols bertanggung jawab ates

pelaksanann kebijalan penyelenggaraan peluyanan umum yang didelegesikannya

kepada BLU durl segi manfaat layanan yang uilasixan.

4, Pegjabat yang ditunjuk mengclola BLU bertanggung jawab atas pelaksanacn
5

E . . . .

2 kegiatan pemberian  layanan uwmum  yang  didelogasikan  kepadanye  clou
i menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupatl/ walikota.

£ 5. BLU menyclenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungar.
7 - . . . .

] 6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan kevangan dan kinerja BLU disusun dan
; disajikan scbagai baglan yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran
'

_ serta laporan kevangan dan kinerja kementerien
F. =

negara/lerbaga/ SEPD/pemerintah dasrali

7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan prakiek bisnis

Limla

yang sehat.
Dari uraian definisi, tujuan dan azas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU
memiliki suaty karakteristik tertentu, yaitu : (1) Berkedudukan sebagai lembaga

pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara (2) Menghasilkan barang




dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat (3) Tidak bertujuan untuk mencari Jaba (4)
Dikelola sccara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi (5)
Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi
induk (6) Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan sceara
Jangsung (7) Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipi] dan bukan pegawai negeri
sipil (8) BLU bukan subyek pajak. ;

Selain itu, sekalipun BL1J dikelola sccara otonom dengan prinsip efisiensi dan
produktivitas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik lainnya yang
membedakan pengelolaan keuangzan BLU dengan BUMN/BUMD, yaitu:

. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untok menyelenggarakan
i{egiatan BLU yang bersan gkutan.

3 i’cmbinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Kevangan dan
pembinaan télmis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang
bcmerintahan yang bersanghkutan.

4. chmbinaan keuangan BLU instansi pemerintah daceah dilokukan oleh pejabat
pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan
kerja perangkat dacrah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang
bersangkutan.

5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

10
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6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja
BLU disusun dan diszjikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta
laporan keuangan dan laporan }:.incrja kementerian negamfiefnbz.iga/pemcrjntah
dacrah.

7. Pendapatan yang diperoleh BLU schubungan dengan jasa layanan yang diberikan

merupakan pendapatan negara/dacrah,

s

Pendupatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang
bersangkutan.

9. BLU dcapat menerima hibah atau sumbonzan dari masyarakat stau badan lain.

10. Ketentuan lebih Janjut mengenal pengelolaan kevangan BLU diatur dalam

PP No. 23 Tahun 2005

2.1.2. Pengertian, Tujuan dan Azaz Badan Layanan Umum Dacrah

Banyaknya polemik yang memperdebatkan mengenai bentuk pengelolaan yang
paling tepat atas pengelolaan asset dan lembaga pemerintah telah memunculkan suatu
alternatif baru yang disebut sebagal Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD). Alternatif
ini ciharaplen dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan pengelotaan kevangan
scktor publix demi.meningkatkan peloyanan pemerintah kepada masyerckat, Hal ini
dikemukakan dalam defenisi BLUD menurut pasal 1 Butir (1) dalam Permendagri No 6
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum.

“Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atan Unit

Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan atau jaasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam meclakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisicnsi dan
produkiivitas.”

il
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ANALISI BIAYA PER UNIT RSUD KAYU AGUNG~

3.1. Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2005 tentang Bedan Layanan Umum

(BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Wo 61 Tahun 2097 tentang Badan Lavanan

Umum Dacrah (BLUD) menuntut rumah sakit harus berbenah terutama dari segi keuangan
dan akuntabilitasnya. Pengelolaan él]mbcr daya baik manusia, material, peralatan dan
teknelogl dan kevangan larus dilaksanakan secara tepat, clektif dan efisien sehingga rumah
sakit mampu mengelola biaya secara kom prehensif .

lumah Sakit Bedan Lovanen Umum Daerah (RS BL.UD) memiliki keﬁ-’é:mngan
pengeiolaon keuangan yeng mempunyal fleksibilitas berupa keleluasaan untuk mencrapkan
bisnis yang schat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dikelola secara
otonzini dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala koorporasi, Hal ini merupakan tantangan
bagi pengelola rumah sakit untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menggali sumber dana
vang capat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pengembangan
rumah sakit, Terobosan itu dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan penerimaan
dari unit-unit pelayanan medis  dan penunjang medis melalui penentuan tarif berdasarkan
perhitungan biaya satuan {unit cost).

Dalam  Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(B'LUD)' dan Undang-Undang Mo 44 Tahun 2009 teniang Rumah Sakit dijelaskan bahwa
pola tarif rumah sakit cditetapkan  berdasarkan blaya satuan (unit cost). Penghitungan unit
€0st sangat penting sebagai evaluasi biaya dan dasar dalam pousntuan tarif,

Tarif merupakan imbalan atas Jjasa yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah
termasuk imbalan hasil yaug wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh

A sebagian  dari biaya  per unit layaran. Semua  rumah sakit
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6. IRKLAS
7. IRM
8. IRB
9. IRPDL
10.1BS
t1. IR PAVILIUN BS
12, Inst LABORATORIUM
13. Inst Radiologi
14. Inst Farmnasi
15. Inst Fisiotherapi
16. UTDRS
17. Inst Penralasaran Jenazah
¢  Ambuluince
*  Unit Penunjany terdini dari: -
1. Manajemen dan Bagian Fata Usaha dan Bi dang Keuangan
2. Bidang Sarana dan Prasarana

3. Inst Giz

3.4. Mctode -~ Metode  Alokasi Biaya Tidak Langsung (Unit Pendukung)

Informasi biaya satuan (unit cost) dapat diperolel dengan melakukan pengukuran dan
pembebanan biaya ke objek biaya. Terdapat beberapa metode pengularan unit cost g
analisis biaya yang teleh berkembang, khususnya dalam mengalokasikan biaya tidak

langsung dari unit penduknng ke unit utama, antara lain:

I. Metode Si;ﬁplc Distribution (satu langkah)
Metode Step Dowar (Dua langkah)
Metode resiprocat

Metode Activity BAsed Costing

Metode Modified ACtivity Based Costing

ko

o

3.4.1. Metode Simple Distribution (Satu langkah)/ Metode langung

Merupakan metode yang paling sederhana, yaifi mengalokasikan semma biaya
departemen penunjang  ( misalnya biaya manajemen dan  bagian tata usaha, biaya bidang
keuangan "dan blaya sarana prasarana) langsung dibebankan semua ke biaya pelayan medis

dan non medis, tanpa memperhatikan katerkaitan antara biaya departemen penunjang yang
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pemetintall maupun rumah sakit swasta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuapgan
padan Layanan Umum Daerah, dituntut uniuk memiliki hasil perhitungan biaya satuan (unit

cost) scbagai dasar penetapan tarif,
3.2. Unit Cost/Biaya Per Unit

Biaya satuan (unit cost) adalah bicya yang dibutuhkan untuk mengasilkan satu unit
produk atau jasa, terdiri dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya

overhead.

+ Biaya bahan langsung yaitu biaya bahan yang langsung digunakan/di konsumsi dalam
keglatann layanan medis/non medis misalnya obat-obatan, jarum suntik habis pakai,

11%

(il

Lortas,
 Biaya Tenaga kerja langsung adaleh bisya tenaga kerja yang terhibar Jangsusg dalam
kegitair pelayan medis misalnya Dokter, perawat, pegawai administrasi yang
tugasnya langsung melayant pasicn.
* Biaya cverhead adalah biaya bahaa tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan
semua biaya tidak langsung Ininnya, misalnya biaya pemelibizraan, biaya penyusutan,

dan biaya departemen pendukung.

3.3. Bentuk Departemen/Unit-unit Dalam Organisasi

Dua beniuk departemen/unit-unit dalam orranisasi adalah unit pendukung  dan unit
produksi (untuk rumas sakit disebut unit layznan).

J Dcp:-;r‘tc:nen/Unit Pendukung adalal unit-unit yang mendukung departemen jasa/unit
layanan medis dan non medis menghasilkan jasa layanan.

* Departemen/unit layanan adalah departemen yang menciptakan produk atau jasa,
Pada RSUD Kayu Agung terdapat unit pendukimg dan unit layanan , yaitu:

¢ Unit layanan/penayanan medis dan penunjang medis

1. Intalasi Gawat darurat

2. Intalasi rawat Jalan
3. ICU/ICCU

=4, IRA
5. IR Neohaptus

19
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satu dengan yang lainnya (misalnya biaya bidang keuangan juga digunakan untuk melayani
bidang sarana dan prasarana). Semua biaya departemen pendukung tersebut metupakan
biaya tidak langsung bagi departemen pelayanan medis dan non medis.

3.4.2. Metode Step Down (Dua langkah)

Metode step down (dua langkah) atau kadang kedang discbut metode bertahap adalah
metode alokasi biaya yang mengakul adanya keterkaitan antara depaftemcn penunjang.
Dalain metode ini, biaya unit penunjang di alokasikan ke unit penunjang lainnya terlebih
dahulu, baru di alokasikan ke departemen produksi (layanan medis dan non medis). Unit
penunjang yang memberikan paling banyak kontribusi diletakkan pada urutan yang paling
tinggi dalams susunan untuk alokasi ini, Alokasi biaya penunjang di lakukan bertahap sesuai

urutan kontribusinya. Bagi departemen penunjang dengan urutan yang Jebih tinggi, yang

ry
1

tlah di alokasikan biaya nya, tidal: akan mendapat alokasi lagi dari |
¢iperinghat yang lebih rendih,
34.3. Metode resiprocal

Pada metode ini, di perhitungkan adanya hubungan timbal balik antar departemen
penumjang.  sehingga alokasi biaya darl departemen penunjang  dilakukan  dengan
menggunakan persamaan simultan yang menghitung dan mengalokasikan sctiap biaya unit
penunjang ke unti penunjang lainnya, kemudian baru dialokasikan ke departemen produksi
(layanan medis dan non medis)
3.4.4. Metede Double Distribution

Metode ini hampir sama dengan metode dua, bedanya pada cara alokasi biaya yang
Cilakukan dalam dua tohapen, adanya kontribusi antara unit dilakukan secara nyata. dalem
Fal ind tidak eda penutupan suatn unit penunjang yang telah mengalemo alokasi baiay aslinya.
¢urgan demikina maka ada kemungkinan unti penunjang terscbut mendapat alokasi dari uri:
enunjang lainnya.

3.4.5.a. Metode activity based gosting (ABC)
Menurut Mulyadi (2001) ABC adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas yang

didesain personel dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui
Pengelolaan aktivitas. kerangka kerja yang dilakuan yaitu dengan mengidentifikast aktivitas,
menghitung akumulasi biaya per keloinpok aktivitas, kemudian menghitung standart unit cost
untuk produk/output yang dihasilkan yaitu layanan kesehatan, tahapa-atahapan terdisi dari:

I, Identifikasi proses bisnis RSUD
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Review data kenangan RSUD, untuk mengetahui mata anggaran yang ada serta batasan
ponggunaannya.

Mengidentifikasi dan membuat definisi aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh
unit-unit layanan, ke dalam activity dictionary. '

Mengidentifikasi dan menetapkan Cost Object, Direct Labor Cost, Direct Material Cost
dan Overhead Cost. '

Identifikasi Expense Category, Cost Driver, dan Cost Component.

Penyusunan hirarki alokasi activity overhead cost pada tingkat bidang. Untuk
menentukan/mengestimasi proporsi biaya yang diserap, yaitu melalui proporsi vang
besarnya ditentukan oleh cost driver yany telah i onfiileadt

Merckonstruksi aktivitas unit layanan  berdasarkan activity dictionary pada tahun

anggaran 20XX

450 Motede Modified Activity Based Costing (ABC modifikesi)

mctode ini adalah metode ABC yang disederhanakan dengan mengadopsi metode

double distribution. Aloaksi biaya per unit kerja dan keterkaitannya dengan produk rumah

szkit di gambarkan sebagai berikut:

Rawal lnap &
Rawat intensif

Revenue Center | ; Pemulasaran
Lain Jenazah dii
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasi penelitian pada pembahasan yang diuraikan sebelumnya
maka dapat diambi| kesimpulan bahwa :

Daftar Tarif NEOMATUS berdasarkan Unit COST

NO TiINDAKAN YANG DILAKUKAN. TARIF yq Diusulkan
1. Penerimaan pesien bary, kelas I Kelas hi
Vitz Sign { BB, N, T, RR ), . Rp 180%6 Rp - gp48°

2 pergsat bayi | memandikan,
GV tall pusat, rasang popok, Rp  60.000 Rp 54.287
pasang oksigen, beri minum
via oral, colok dubur, SPQ2 !

3 Sewa kamar (tanpa inkubator) Rp 20000 Rp 14303
4 Sewa Kamar dengan Inkubator Rp 35000 Rp. 28.606
5 Pemasangan IVt persicoan Ep. 40000 ap 36,181

pasien danalst )

Ia
o]
o
)
o)

6 Infeksi pucien { rzrsiapan Rp Rp 36.151

pasiz da gl

7 Resusitasi jantung paru-paru Rp  65.000 kg - 54.287
{ untuk bayi yang henti
napas dan akan meninggal )
=> persiapan pusien dun alat

8 Pasang OGT ( persiapan | Rp  65.000 Rp 54.287
pasien dan alat }

8 nebulizer Rp  65.000 Rp 54.287
{ persiapan pasien dan per- :
siapan alat dan obat }

10 Spogling OGT Rp 24000 Rp 18.096
parsiapan pasizn dan per-
siapan slat )

11 Maagshing Rp  40.800 &np 36.152
{persiapan pasion dan per-
siapan alat )

12 Scorstein Rp 40000 Rp 36.191
{persiapan pasien dan persiap-
an alat)

13 ganti cairan infus Rp 22000 Rp 13.096
(persiapan alat dan persiapan
pasien )

£a
fa
(=Y
[¥=)
o

14 pasang transfusi darah Rp 40000 gp
{persiapan pasien dan per
siapan alat) '
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Daftar Tarif NEONATUS berdasarkan Unit COST

NO TINDAKAN YANG DiLAKUKAN

15 penctesan obat mat..
{persiapan pasien, persiapan
obat}

16 breast care (persiapan orang
tua pasien, persiapan afat)

17 spoooling mata {persizpzn
pasten, persiapan alat}

18 beri minum via ogt {persiapan
pasien, dan ibu bayi, persizpan
alat)

15 metode kanggury
{persiapan pasein dan ibu bayi
persiapan alat }

20 mandi P (kalium permangan)
persiapan pasien, porsiapan
obat dan alat

21 pasang kateter
persiapan pasien, pessiznan
obat dan alat

22 Lumba! Punctie (LP}

23 Photo Therapi

{persiapan pasien, parsiapan
obat dan alat}

25 terapi oksigen
(persiapan pasien, persiapan -
obat dan alat)

26 suction .
{persiapan pasien, parsiz-an
obat danalat)

27 Letl minum via tetes
{persiapan alat)

28 perawatan jenazah
{persiapan pasien, persiapan
chat dan alat}

29 Resusitasi bimanual
{untuk pasien yang akar

i

meninggalj

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Ap

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

47

TARIF yg Diusulkan
36.000 Rp 36.151
40.000 Rp 36.191
40,000 Rp 36.19%
40.000 Rp 35151
65.000 Rp 54,287
65.000 Rp %4287
45.000 Fp 35,151
65.000 Rp 54.287
£65.000 Rp 54.287
65,000 Rp 54.287
36.000 Rp 36.191
40,000 Rp 36.191
24.000 Rp 18.096
65.000 Rp 54.287
65.000 PRp 54,287
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